
11. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Pendidikan
No. SK : 067-401.303/18/2024

Persyaratan

1. Surat keterangan bantuan pendidikan yang sudah dilegalisasi Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;

2. 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas dari pemohon;

3. 3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi 

persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;

4. 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Bantuan Pendidikan yang sudah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan untuk bantuan pendidikan yang sudah dilegalisasi.

Pengaduan Layanan

Kecamatan Taman

JL. Taman Praja No. 99 Kota Madiun 63133 0351463297 

https://kecamatan-taman.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Taman

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 08:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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·         http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id

-    Instagram     : Kecamatan Taman

-    Facebook      : Kecamatan Taman

-    Telepon        : (0351) 463297

-    Whatsapp     : 085186056056

-    Google Form :

http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
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